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Abstract: The purpose of this research is to know the way of punishment against those who ignore the judgment of the religious
court. This research uses the approach method used in legal research namely the normative juridical, that is a problem approach
by examining and reviewing a legislation that is applicable and competent to is used as a basis for problem solving, so the steps
in this study use juridical logic. In this study the authors collected data by in-depth interview method to 3 (three) judges of
Bengkulu Religious Court. While the method of data analysis using the framework of inductive thinking is the way of thinking by
taking conclusions from the data that is special. The result of this research is that the punishment against those who ignore the
decision of the Religious Court, namely: the first, through civil law that the plaintiff can file the execution of the decision of the
Religious Court to the defendant. Consequently, if the execution can be exercised, the right of the defendant will be forced to be
handed over to the plaintiff with the value of the decision. While the second way is by the act of punishment where the plaintiff
can file a criminal complaint criminal article embezzlement. This can be done when the defendant neglects to implement the
breakup as set forth in Article 372 of the Criminal Code.
Keywords: Crime, Judgment, Religious Court.
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara pemidanaan terhadap pihak yang mengabaikan putusan
pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu yuridis
normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah
dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan metode wawancara
mendalam kepada 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Bengkulu. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan
kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Hasil dari
penelitian ini yaitu bahwa cara pemidanaan terhadap pihak yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama, yaitu : yang pertama,
melalui hukum perdata yakni pihak penggugat dapat mengajukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama kepada pihak
tergugat. Konsekuensinya kalau eksekusi dapat dilaksanakan maka hak tergugat akan dipaksa untuk diserahkan kepada pihak
penggugat senilai dengan yang ada dalam putusan. Sedangkan cara yang kedua yakni dengan cara tindak pemidanaan dimana
pihak penggugat dapat mengajukan delik aduan tindak pidana pasal penggelapan. Hal ini dapat dilakukan ketika pihak tergugat
lalai melaksanakan putusansebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 Undang-undang Hukum Pidana.
Kata kunci: Pemidanaan, Putusan, Pengadilan Agama.
Pendahuluan
Perceraian merupakan peristiwa hukum yang
menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum,
terhadap kasus permohonan cerai talak dari pihak
suami, hukum memerintahkan kepada majelis
hakim yang mengadili perkara tersebut untuk
mewajibkan kepada bekas suami memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas isterinya.1 Perceraian adalah
putusnya perkawinan anatra suami dengan isteri
1 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-
Masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 81.
karena tidak dapat kerukunan dalam rumah
tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri
atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan
perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua
belah pihak.2
Putusnya perkawinan karena perceraian selain
menyebabkan tentang gugatan terhadap biaya
pemeliharaan anak, juga menyebabkan pertikaian
atau gugatan tentang harta bersama yang pernah
2 Abdul Manan, Problematika perceraian karena   Zina
dalam proses penyelesaian  perkara di lingkungan Peradilan
Agama, dalam jurnal Mimbar Hukum, (Jakarta: al-Hikmah   &
DITBINBAPERA, 2001), H.7
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dimiliki oleh pasangan suami isteri sewaktu
menjalani rumah tangga. Gugatan rekonvensi
biasanya dilakukan pihak isteri terhadap suami
yang menuntut cerai isterinya. Rekonvensi disebut
juga gugat balik atau gugatan balasan. Gugat
balik adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat
kepada penggugat di dalam proses pemeriksaan
yang sedang berlangsung (Pasal 132 huruf (a)
dan huruf (b) HIR). 3
Tidak semua putusan yang sudah mempunyai
kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang
perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan
yang bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang
mengandung perintah kepada suatu pihak untuk
melakukan suatu perbuatan.4 Eksekusi adalah
tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara,
yang merupakan aturan dan tata cara lanjutan
dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena
itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang
berkesinambungan dari keseluruhan proses
hukum acara perdata.
Permasalahan lain pada Putusan Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu di atas, yaitu pihak
tergugat yakni pihak ayah/mantan suami belum
melakukan kewajiban sepenuhnya terhadap hasil
putusan hakim yakni nafkah pemeliharaan anak.
Menurut pihak penggugat yakni mantan isteri,
pihak tergugat melakukan kewajiban memberi
nafkah pemeliharaan anak-anaknya hanya
beberapa bulan saja, selanjutnya pihak tergugat
hanya memberikan separuh dari uang nafkah
yang telah ditetapkan hakim setiap bulannya,
bahkan sering juga tidak memberikan nafkah
pemeliharaan anak sama sekali. Hal ini tentu
saja menjadi persoalan yang memberatkan
pihak penggugat rekonvensi (mantan isteri)
untuk mengeksekusi gugatan tentang nafkah pe-
meliharaan anak. Belum lagi permasalahan dan
biaya untuk mengeksekusi gugatan pembagian
harta bersama yang menjadi hak mantan isteri
yang sudah ditetapkan oleh hakim pengadilan.
Akan tetapi ada upaya hukum lain yang
dapat dilakukan pihak mantan isteri/ibu untuk
memperjuangkan haknya yang tidak dipenuhi
oleh mantan suami/ayah berdasarkan putusan
Pengadilan Agama Bengkulu, diantaranya:
pertama, mengajukan permohonan sita eksekusi
ke pengadilan yang memutus perkara terhadap
harta/barang milik mantan suami/ayah baik
barang bergerak maupun barang tidak bergerak
sesuai dengan pasal yang diatur dalam Pasal 197
HIR/208 R.Bg dan Pasal 197 ayat (1) HIR/209 R.Bg
dan ayat (8) HIR/211 R.Bg. Kedua, menggugat
mantan suami/ayah secara pidana ke Pengadilan
Negeri dengan dasar telah melakukan pelanggaran
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 ayat (1). Ketiga, juga bisa
diajukan gugatan pidana terhadap penggelapan
harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal
372 KUHP, yang menjelaskan bahwa:
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan
hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan diancam karena
penggelapan, dengan pidana penjara paling
lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak sembilan ratus ribu rupiah.”
Berdasarkan latar belakang di atas, maka
penelitian ini bermaksud menganalisis pemidanaan
terhadap pihak yang mengabaikan putusan
Pengadilan Agama.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama
Kelas IA Bengkulu, pada bulan Mei sampai Juni
2017. Bahan dan alat yang digunakan adalah alat
perekam, hp untuk membuat dukumentasi atau
foto, quisner, dan alat tulis.
Penelitian menggunakan metode pendekatan
yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu
yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan masalah
dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan berkompeten untuk digunakan sebagai
dasar dalam melakukan pemecahan masalah,
sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini
menggunakan logika yuridis. 5
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah Wawancara yaitu percakapan dengan
maksud tertentu. Dalam penelitian ini penulis
akan menggunakan wawancara tak terstruktur
yang merupakan wawancara yang berbeda
dengan yang terstruktur. Wawancara semacam
ini digunakan untuk menemukan informasi yang
bukan baku atau informasi tunggal. 6 Wawancara
ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur
3 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama ....., h. 155.
4 Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum
Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju,
2009), h. 129.
5 Abu Ahmad & Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian,
(Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian ….., h. 190.
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dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan
respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya.
Responden biasanya terdiri atas mereka yang
terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas.
Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan
mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui
informasi yang diperlukan. Sedangkan responden
dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) orang Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu untuk memperoleh
informasi tentang cara mempidanakan pihak
yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama.
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan 3
(tiga) orang narasumber yaitu Hakim Pengadilan
Agama Kelas IA Bengkulu, sebagaimana yang
telah penulis uraikan di atas, maka penulis
membuat kesimpulan bahwa cara pertama dalam
penanganan atau penyelesaian hukum terhadap
pihak yang mengabaikan putusan Pengadilan
Agama, yaitu melalui hukum perdata yakni
dimana pihak penggugat dapat mengajukan
eksekusi terhadap putusan Hakim Pengadilan
Agama kepada pihak tergugat. Sedangkan, cara
kedua dalam penanganan atau penyelesaian
hukum terhadap pihak yang mengabaikan
putusan Hakim Pengadilan Agama, yaitu dengan
cara pemidanaan yakni dimana pihak penggugat
dapat mengajukan delik aduan tindak pidana
pasal penggelapan. Di bawah ini penulis akan
menganalisis kedua cara tersebut.
Penanganan atau Penyelesaian Hukum
terhadap Pihak yang mengabaikan Putusan
Pengadilan Agama melalui Hukum Perdata.
Pada hakikatnya peran hukum dalam masyarakat
mempunyai fungsi dan andil yang sangat penting
dalam mengatur pola-pola interaksi agar tidak
terjadi konflik antar anggota masyarakat. Dengan
adanya hukum maka hak dan kewajiban
anggota masyarakat menjadi jelas dan terjamin.
Hukum akan melindungi hak tiap-tiap orang
dan menjaga keseimbangan yang serasi antara
berbagai kepentingan yang ada. Dan jika terjadi
pelanggaran, hukum berfungsi menyeimbangkan
kembali keadaan yang tidak seimbang tersebut.
Menurut JF. Glastra Van Loon, sebagaimana
dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bahwa peran hukum
dalam masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut:
1) Alat menertibkan masyarakat dan mengatur
pergaulan hidup; 2) Menyelesaikan pertikaian;
3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib/
aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan
(memaksa); 4) Pengubah tata tertib/aturan dalam
rangka menyesuaikan dengan perkembangan
dalam masyarakat.7 Dengan peran/fungsi hukum
tersebut, maka tujuan hukum yaitu: keadilan
(justice), kepastian hukum (rechtszekerheidllegal
security), dan hasil guna (doelmatigheid) akan
tercapai. Namun ketika keseimbangan tersebut
terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang
yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan
gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan
prosedur yang berlaku.
Menurut Darwan Prints, dalam Abdul Manan,
gugatan merupakan suatu upaya atau tindakan
untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain
untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna
memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat
melalui putusan pengadilan. Sedangkan menurut
Sudikno Mertokusumo, dalam Abdul Manan,
mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan
hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan
perlindungan yang diberikan oleh pengadilan
untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri
(eigenrighting). Dengan demikian dapat diketahui
bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang
disampaikan kepada pengadilan yang berwenang
tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar
diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap
gugatan tersebut.8 Dan cara penyelesaian sengketa
melalui pengadilan tersebut diatur dalam Hukum
Acara Perdata.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
3 (tiga) orang narasumber yaitu Hakim Pengadilan
Agama Kelas IA Bengkulu, sebagaimana yang
telah penulis uraikan di atas, bahwa cara
pertama dalam penanganan atau penyelesaian
hukum terhadap pihak yang mengabaikan
putusan Pengadilan Agama, yaitu melalui hukum
perdata yakni dimana pihak penggugat dapat
mengajukan eksekusi terhadap putusan Hakim
Pengadilan Agama kepada pihak tergugat.
Akan tetapi sebelum dilaksanakan eksekusi
ada anmaning/teguran terlebih dahulu kepada
pihak lawan/tergugat agar melaksanakan isi
putusan secara sukarela. Apabila pihak lawan/
tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan
secara sukarela, maka eksekusi akan dilakukan.
Pengadilan dapat melakukan eksekusi bila
memungkinkan dilakukan secara riil atau bisa
juga eksekusi dengan pembayaran sejumlah
uang. Apabila eksekusi secara riil tidak dapat
dilakukan secara natural, maka eksekusi akan
dilakukan dengan cara penyitaan terhadap
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2000), h. 100.
8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di
Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Liberty, 2005), h. 1.
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harta kekayaan yang dimiliki oleh termohon
eksekusi asalkan hak tersebut benar hak dan
kepemilikannya (menurut Hukum Perdata), hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara pelelangan
secara umum sebagai pengganti biaya yang harus
dibayarkan. Konsekuensinya kalau eksekusi dapat
dilaksanakan maka hak tergugat akan dipaksa
untuk diserahkan kepada pihak penggugat senilai
dengan yang ada dalam putusan hakim.
Berdasarkan informasi dari salah satu
narasumber yang memberikan contoh yaitu
perkara cerai talak, permohonan seorang
pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan
talak terhadap termohon dengan alasan atau dalil
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dan tidak mungkin untuk didamaikan
lagi. Hal ini biasanya akan dikabulkan oleh Majelis
Hakim apabila apa yang didalilkan oleh pemohon
tersebut telah cukup bukti. Selain mengabulkan
permohonan pemohon tentang izin ikrar talak,
Majelis Hakim juga akan menghukum pemohon
seperti membayar mut’ah dan nafkah selama
masa iddah karena kewajiban tersebut telah diatur
dalam syari’at Islam dalam Pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi:
Bilamana perkawinan putus karena talak,
maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas
istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali
bekas istri tersebut qobla al dukhul;
b. Memberi nafkah, maskan dan  kiswah kepada
bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas
istri telah dijatuhi  talak ba’in atau nusyuz dan
dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruh-
nya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-
anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.9
Namun setelah putusan hakim yang ber-
kekuatan hukum tetap telah diberikan akan tetapi
pada saat pemohon/suami akan mengucapkan
ikrar talak, dia menyatakan belum mempunyai
uang untuk membayar mut’ah dan nafkah
iddah namun tetap akan mengucapkan ikrar
talak, dalam situasi ini Majelis Hakim tidak
dapat menghalangi pemohon/suami untuk
mengucapkan ikrar talak karena izin pengucapan
ikrar talak yang diberikan oleh Majelis Hakim
kepada pemohon/suami bukan karena pemohon/
suami sanggup membayar nafkah iddah dan
9 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001), h. 69.
mut’ah melainkan karena alasan perceraian
telah terpenuhi. Sedangkan perbuatan pemohon/
suami yang belum sanggup membayar nafkah
iddah dan mut’ah tersebut, apabila belum dibayar
merupakan hutang bagi pemohon, dalam hal ini
termohon/mantan istri dapat memaksa pemohon
untuk melunasi hutang tersebut melalui lembaga
eksekusi dengan bantuan pengadilan.
Sampai saat ini kenyataan yang terjadi di
lembaga peradilan di Indonesia bahwa dapat
atau tidaknya eksekusi atas suatu putusan perkara
perdata dilaksanakan sangat tergantung kepada
kemampuan pemohon eksekusi dalam membayar
biaya untuk eksekusi. Pengadilan tidak akan
bisa berbuat apa-apa disaat pihak yang dihukum
enggan   untuk melaksanakan putusan tersebut.
Oleh sebab itu haruslah dibuat suatu terobosan
baru mengenai kewenangan eksekusi ini sehingga
pengadilan dapat melaksanakan eksekusi meskipun
pemohon eksekusi tidak mampu membayar biaya
eksekusi. Atau dengan membuat sanksi lain berupa
“ancaman pidana” terhadap pihak yang tidak
bersedia melaksanakan putusan perkara perdata
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pada kasus sengketa harta bersama biasanya
penggugat banyak menanggung kerugian. Selain
karena hartanya yang tidak dapat dimiliki
dikarenakan telah dikuasai oleh pihak mantan
suami/tergugat tanpa haknya, mantan istri/
penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk
proses persidangan serta biaya eksekusi. Oleh
sebab itu menurut penulis karena perintah dalam
putusan pengadilan adalah perintah negara maka
ideal dan adilnya seluruh biaya eksekusi menjadi
tanggungan negara.
Pada kasus ini pengadilan dapat melakukan
eksekusi secara riil atau bisa juga eksekusi
dengan pembayaran sejumlah uang. Apabila
eksekusi secara riil tidak dapat dilakukan secara
natural, maka eksekusi akan dilakukan dengan
cara penyitaan terhadap harta kekayaan yang
dimiliki oleh tergugat asalkan hak tersebut
benar hak dan kepemilikannya (menurut Hukum
Perdata), hal tersebut dapat dilakukan dengan
cara pelelangan secara umum sebagai pengganti
biaya yang harus dibayarkan.
Menurut Chatib Rasyid & Syaifuddin, sita eksekusi
adalah sita yang berhubungan dengan masalah
pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama
karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dengan sukarela, meskipun pihak Pengadilan
Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar
putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan
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hukum tetap itu dilaksanakan oleh tergugat secara
sukarela. Sita eksekusi ini diperlukan apabila
sebelumnya tidak ada sita jaminan yang dinyatakan
sah dan berharga. 10 Sita eksekusi diatur dalam
Pasal 197 HIR/208 R.Bg, yang berbunyi:
“Jika sesudah lewat tempo yang ditentukan
itu belum juga dipenuhi putusan itu atau jika
pihak yang dikalahkan itu walaupun telah
dipanggil dengan patut tidak juga menghadap
maka Ketua atau pegawai yang dikuasakan itu
karena jabatannya memberi perintah dengan
surat supaya disita sejumlah barang yang tidak
bergerak dan jika tidak ada atau ternyata
tidak cukup sejumlah barang tidak bergerak
kepunyaan pihak yang dikalahkan kalau dikira
cukup akan mengganti banyaknya uang yang
tersebut dalam putusan dan juga ongkos
pelaksanaan putusan itu dengan pengertian
bahwa di daerah (keresidenan) Bengkulu,
Sumatra Barat dan Tapanuli, penyitaan itu
baru boleh dilakukan atas harta pusaka jika
ternyata tidak cukup harta pencaharian baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak”.11
Dan Pasal 197 ayat (1) HIR/209 R.Bg, yang
berbunyi: “Penyitaan itu dilakukan oleh Panitera
Pengadilan Negeri”.12 Serta Pasal 197 ayat (8)
HIR/211 R.Bg, yang berbunyi:
“Penyitaan barang yang tidak bergerak,
kepunyaan orang yang berutang, termasuk
juga uang tunai dan surat yang berharga dapat
juga dilakukan atas barang yang berwujud
yang ada di tangan orang lain tetapi tidak
dapat dijalankan terhadap hewan dan alat
yang sangat berguna bagi terhukum untuk
menjalankan mata pencahariannya”. 13
Dengan demikian, konsekuensi dari pe-
laksanaan eksekusi yaitu maka hak tergugat akan
dipaksa untuk diserahkan kepada pihak penggugat
senilai dengan yang ada dalam putusan hakim.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
3 (tiga) orang narasumber yaitu Hakim Pengadilan
Agama Kelas IA Bengkulu, sebagaimana yang telah
penulis uraikan di atas, bahwa cara kedua dalam
penanganan atau penyelesaian hukum terhadap
pihak yang mengabaikan putusan Pengadilan
10 Chatib Rasyid & Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktik pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press,
2009), h. 103.
11 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama ...., h. 69.
12 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama ..., h. 69.
13 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan
Agama ..., h. 70.
Agama, yaitu dengan cara tindak pemidanaan
yakni dimana pihak penggugat dapat mengajukan
delik aduan tindak pidana pasal penggelapan.
Hal ini dapat dilakukan ketika pihak tergugat
lalai melaksanakan putusan Hakim Pengadilan
Agama seperti pihak tergugat dihukum untuk
menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak
penggugat tetapi tidak juga diserahkan, ini
berarti pihak tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum yaitu menggelapkan harta milik
pihak penggugat sebagaimana telah diatur Pasal
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Menurut pandangan salah satu narasumber,
dalam sengketa harta bersama ketika seorang
mantan isteri (penggugat) meminta agar mantan
suaminya (tergugat) membagi dua harta bersama,
dan meminta menyerahkan sebagian kepada
dirinya, hal itu memang murni merupakan
persoalan pribadi. Akan tetapi setelah masalah
tersebut diajukan ke pengadilan dimana pe-
ngadilan telah menghukum tergugat untuk
membagi dan menyerahkan bagian penggugat,
namun tergugat tetap tidak mengindahkannya
meskipun telah diberi teguran (aanmaning),
maka ketika penggugat kembali melaporkan hal
tersebut, pengadilan harus mengambil tindakan
tegas yaitu segera melaksanakan eksekusi, sebab
dalam hal ini yang dipermasalahkan bukan lagi
tentang tergugat yang tidak mau menyerahkan
harta bagian milik penggugat, melainkan karena
tergugat telah mengingkari pengadilan karena
tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.
Apabila pengadilan dapat menegakkan aturan yang
tegas untuk pihak tergugat, maka kewibawaan
Pengadilan terlihat semakin kokoh, akan tetapi
sebaliknya jika pengadilan tidak tegas seperti
tidak segera melaksanakan eksekusi dikarenakan
alasan bahwa pihak penggugat tidak ada biaya
untuk eksekusi, maka sedikit demi sedikit wibawa
pengadilan akan luntur di mata masyarakat.
Masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, harus
mengetahui dan memahami bahwa setiap perintah
pengadilan dalam suatu putusan adalah perintah
negara, karena pada dasarnya semua peradilan
di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah
Peradilan Negara yang diatur dengan Undang-
Undang yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009. Oleh karenanya
tidak melaksanakan putusan pengadilan sama
saja dengan tidak melaksanakan perintah negara.
Cara lain yang dapat dilakukan agar putusan
pengadilan memiliki wibawa sehingga dapat
ditaati oleh pihak atau pihak-pihak yang memiliki
kewajiban untuk mentaati putusan pengadilan
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yaitu dengan cara memasukkan unsur “tindak
pidana” kepada pihak atau pihak-pihak yang tidak
memenuhi dan melaksanakan putusan pengadilan,
karena sebagai pemegang kekuasaan yudikatif
pengadilan merupakan simbol dari kekuasaan
negara selain dua kekuasan lain yang dimilikinya
yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif. Apa yang
telah diputuskan oleh pengadilan adalah berlaku
sebagai hukum bagi siapa-siapa yang terkait dalam
putusan tersebut, sehingga bila putusan tersebut
tidak dilaksanakan maka hal tersebut termasuk
perbuatan melawan hukum.
Dengan demikian, apabila pihak tergugat tidak
melaksanakan putusan hakim pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut
merupakan tindakan penghinaan terhadap
lembaga peradilan karena tidak mentaati
perintah-perintah Pengadilan (Disobeying Court
Orders). Tindakan ini tentunya akan mempunyai
akibat hukum pula dikemudian hari.
Penutup
Berdasarkan temuan penelitian dan pem-
bahasan hasil penelitian yang telah penulis
uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis
membuat kesimpulan sebagai berikut:
Cara pemidanaan terhadap pihak yang
mengabaikan putusan Pengadilan Agama, yaitu:
yang pertama, melalui hukum perdata yakni
pihak penggugat dapat mengajukan eksekusi
terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama
kepada pihak tergugat. Konsekuensinya kalau
eksekusi dapat dilaksanakan maka hak tergugat
akan dipaksa untuk diserahkan kepada pihak
penggugat senilai dengan yang ada dalam
putusan hakim. Sedangkan, cara yang kedua
yakni dengan cara menggunakan hukum pidana
dimana pihak penggugat dapat mengajukan
delik aduan tindak pidana pasal penggelapan.
Hal ini dapat dilakukan ketika pihak tergugat
lalai melaksanakan putusan Hakim Pengadilan
Agama seperti pihak tergugat dihukum untuk
menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak
penggugat tetapi tidak juga diserahkan, ini
berarti pihak tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hukum yaitu menggelapkan harta milik
pihak penggugat sebagaimana telah diatur Pasal
372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
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